
MK Batasi Saksi dan Ahli di Sidang
Sengketa Pilpres Maksimal 19 Orang

JAKARTA (IM)  - 
Mah kamah Konstitusi 
(MK) bakal menggelar 
sidang perdana sengketa 
hasil Pilpres 2024 hari ini, 
Rabu besok. MK mem-
batasi jumlah saksi dan ahli 
yang dibawa para pihak 
yang bersidang maksimal 
19 orang.

"Kita memberikan ke-
sempatan masing-masing 
pihak menghadirkan paling 
banyak 19 orang," kata juru 
bicara MK Fajar Laksono 
pada wartawan di gedung 
Mahkamah Konstitusi, 
Selasa (26/3).

Sebagai informasi, ada 
dua permohonan sengketa 
hasil pilpres yang diterima 
MK. Perkara pertama dia-
jukan oleh Anies Baswe-
dan-Muhaimin Iskandar, 
sementara perkara kedua 
diajukan Ganjar Pranowo-
Mahfud Md.

Fajar mengatakan jum-
lah maksimal saksi dan 
ahli itu sudah ditambah 
dari sebelumnya hanya 15 
saksi dan 2 ahli. Kini, MK 
menyerahkan kepada para 
pihak soal komposisi dari 
19 saksi dan ahli itu.

"Tapi tadi ada kesepa-
katan baru, sekarang 19. 
Mau komposisinya seper ti 
apa, diserahkan kepada 
pihak-pihak itu," ujarnya.

"Yang penting jum-
lahnya 19 atau tidak le-
bih dari 19, mau ahlinya 
9 saksinya 10 boleh. Mau 
ahlinya 5 saksinya 14, 
boleh," lanjutnya.

Dia menjelaskan 
s i  dang perkara  no-
mor 1/PHPU.PRES-
XXII/2024 di mana 
Anies Baswedan dan 
Muhaimin Iskandar 
men jadi pemohon akan 
di gelar besok pagi. Se-
men tara, sidang perkara 
nomor 2/PHPU.PRES-
XXII/2024 dengan 
Ganjar Pranowo dan 
Mahfud Md sebagai pe-
mohon digelar pada si-
ang harinya.

"Pagi dulu jam 8.00 
WIB itu perkara 1, ke-
mudian siang jam 13.00 
WIB sampai selesai 
perkara 2," ucap Fajar.

MK juga memberi-
kan kuota kursi sebanyak 
12 orang untuk masing-
masing pihak, belum 
termasuk prinsipal alias 
calon presiden dan calon 
wakil presiden jika ha-
dir. Kuota sebanyak 12 
orang tersebut diberikan 
untuk kuasa hukum dan 
juru bicara. Jika prin-
sipal hadir, kuotanya 
ditambah 2 menjadi 14 
orang.  han
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JAKARTA(IM) - Jaksa 
Penuntut Umum (JPU) telah 
membacakan tuntutannya 
terhadap terdakwa kasus 
kepemilihan senjata api (seni) 
secara ilegal, Mahendra Dito 
Sampurna alias Dito Mahen-
dra, dituntut jaksa penuntut 
umum (JPU) satu tahun 
penjara. Tuntutan dibacakan  
di PN Jakarta Selatan 9Jaksel)  
pada Selasa (26/3).

"Menjatuhkan pidana 
terhadap Terdakwa Mahen-
dra Dito Sampurno dengan 
pidana penjara selama 1 ta-
hun, dikurangi selama terda-
kwa dalam tahanan, dengan 
perintah supaya terdakwa 
tetap ditahan," ujar Jaksa 
saat membacakan petitum 
tuntutannya di persidangan 

yang digelar di ruang sidang 
utama PN Jaksel .

"Menyatakan bahwa 
Terdakwa Mahendra Dito 
Sampurno terbukti secara 
sah dan menyakinkan ber-
salah melakukan tindak 
pidana kepemilikan senjata 
api tanpa izin sebagaimana 
diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 1 ayat 1 Un-
dang-Undang Darurat Re-
publik Indonesia Nomor 
12 Tahun 1951 tentang 
Kepemilikan Senjata sesuai 
dakwaan," tutur Jaksa lagi.

Dalam tuntutan, Jaksa 
mengungkap hal-hal yang 
meringankan, Dito meng akui 
perbuatannya, menyesal dan 
berjanji tidak akan mengu-
langi perbuatannya.  han

Dito Dituntut Satu Tahun Penjara
Terkait Kepemilikan Senpi Ilegal

Mahfud MD Sebut MK Bisa Batalkan
Hasil Pemilu, Yusril: Itu Pendapat Lama
Pada UU Pemilu terbaru penyelesaian 
sengketa Pemilu tak lagi terpusat di MK 
saja. Misalnya, terkait persyaratan calon, 
yang berwenang menindak adalah Ba-
waslu.

JAKARTA (IM) - Wakil 
dewan Pengarah Tim Kam-
panye Nasional Prabowo-Gi-
bran, Yusril Ihza Mahendra,  
menanggapi calon wakil pres-
iden nomor urut 3 Mahfud 
MD, yang menyatakan  Mah-
kamah Konstitusi (MK) bisa 
membatalkan hasil pemilihan 
umum (pemilu) yang kecuran-
gannya terbukti terstruktur, 
sistematis dan masif  (TSM).

Namun  Yusril, pendapat 
Mahfud itu merupakan pan-
dangan lama dalam ilmu hu-

kum tata negara. Pandangan 
ahli hukum bisa berubah 
karena situasi.

"Dalam ilmu fi qih itu ada 
nasikh wal mansukh (nor-
ma baru menghapus norma 
lama), pendapat awal dan 
pendapat akhir," kata Yusril 
saat ditemui di Gedung Mah-
kamah Konstitusi, Jakarta 
Pusat, Senin (25/3) malam.

"Jadi kalau itu diucapkan 
pada tahun 2014 itu bet-
ul. Tapi setelah berlakunya 
Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 (tentang Pemilu) 
itu telah ada pembagian ke-
wenangan," ujarnya menam-
bahkan.

Pandangan Mahfud MD 
bisa saja berlaku ketika MK 
masih memiliki kewenangan 
menyelesaikan sengketa pe-
milu secara luas. Namun, UU 
Pemilu yang baru telah mem-
bagikan kewenangan lembaga 
terkait sengketa yang timbul 
dalam proses pemilu, dan tak 
lagi terpusat ke MK saja. Mis-
alnya terkait persya ratan calon, 
yang berwenang menindak ka-
sus itu adalah badan pengawas 
pemilu atau Bawaslu.

"Tidak puas ke Bawaslu, 
silakan maju ke Pengadilan 
Tinggi Tata Usaha Negara 
(PTTUN) bahkan ada yang 
bisa dimajukan ke MA," 
ujarnya.

Yusril juga menyebut, 
pelanggaran lain seperti unsur 
pidana juga tak bisa diajukan 
ke MK. pelanggaran ini be-
rada di ranah Penegakkan Hu-
kum Terpadu (Gakkumdu). 
Jadi ranah MK sudah jelas 
hanya terkait dengan perselisi-
han hasil pemilu yang tak lain 
adalah hasil perhitungan suara 
akhir dari Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) RI saja.

"Jadi itu (perkataan Mah-
fud bisa diartikan seperti) 
namanya qaul qadim qoul 
jadid, dalam ilmu fiqh ada 
pendapat lama ada pendapat 
baru," ucap Yusril. "Saya tidak 
menyalahkan Pak Mahfud, 
Pak Mahfud kan kiai paham 
betul nasikh wal mansukh dan 
qul jadid," tandasnya.

Sebelumnya, Mahfud me-
nyebut MK bisa membatalkan 
hasil pemilu atau memer-
intahkan pemilu ulang jika 
terbukti ada kecurangan yang 
terstruktur, sistematis dan ma-
sif. Misalnya, Pilkada Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2008. Saat 
itu, Khofi fah Indar Parawansa 
yang semula dinyatakan kalah 
kemudian dibatalkan dan MK 
memerintahkan pemilu ulang.

"Kemudian, ada hasil 
Pilkada Bengkulu Selatan, 
yang menang didiskulifi kasi, 
yang bawahnya langsung naik. 

Hasil Pilkada Kota Waringin 
Barat sama dengan Bengkulu 
Selatan; dan banyak lagi kasus 
di mana ada pemilihan ulang, 
terpisah, daerah tertentu, desa 
tertentu dan sebagainya," 
ujarnya lagi.

Mahfud juga menegas-
kan bahwa pada tahun 2008, 
istilah pelanggaran secara 
terstruktur, sistematis, dan 
masif  (TSM) muncul sebagai 
keputusan pengadilan di In-
donesia. Saat itu, Mahkamah 
Konstitusi (MK), tempat 
Mahfud menjadi hakim, men-
gadili perselisihan terkait 
Pilkada Jawa Timur antara 
Khofi fah dan Soekarwo.

Penggunaan istilah TSM 
kemudian menjadi landasan 
untuk keputusan-keputusan 
lain dan secara resmi diakui 
dalam hukum pemilu. Karena 
itu, TSM telah menjadi bagian 
dari yurisprudensi dan diatur 
dalam undang-undang (UU), 
peraturan Komisi Pemilihan 
Umum (PKPU), serta per-
aturan Badan Pengawas Pe-
milu (Bawaslu).

"Buktinya, banyak pemilu 
itu dibatalkan, didiskualifi kasi. 
Saya menangani ratusan ka-
sus, banyak. Ada yang diulang 
beberapa ini, ada yang dihi-
tung ulang, dan sebagainya," 
ujarnya.  han
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DEFORESTASI HUTAN SUMATERA BARAT
Foto udara kondisi hutan di kawasan Sariek Bayang, Lembah Gumanti, 
Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Selasa (26/3). Walhi (Wahana Ling-
kungan Hidup) mencatat, eksploitasi Pulau Sumatera mengakibatkan 
hutan seluas 119.626 hektare mengalami deforestasi dan seluas 141.522 
hektare hutan dan lahan gambut di Sumatera terbakar sepanjang 2023. 

JAKARTA (IM) - Kapus-
pen TNI Mayjen TNI Nugra-
ha Gumilar beserta Danpus-
pom TNI, Pangdam XVII/
Cen, Kababinkum TNI, 
Dansatidik Puspomad dan 
Kadispenad,  mengklarifi kasi 
terkait video kekerasan yang 
dilakukan oleh oknum ang-
gota TNI di Papua,

Kapuspen TNI kepada 
para wartawan mengungkap-
kan bahwa pihaknya meng-
gelar jumpa pers dalam rangka 
penjelasan terkait video viral 
tentang kekerasan terhadap 
anggota KKB. Hal ini meru-
pakan komitmen TNI untuk 
menangani masalah kekerasan 
yang dilakukan oleh oknum 
anggota TNI di Papua.

"Kami hadir sebagai bukti 
komitmen dan keseriusan 
TNI terhadap masalah ini, 
ki ta juga akan mendengarkan 
penjabaran Bapak Pang dam 
XVII/Cen yang akan men-
jelaskan kejadian sebenarnya," 
ujarnya dalam siaran pers yang 
diterima, Selasa (26/3).

Pangdam XVII/Cen, 
May jen TNI Izak Pangema-

nan menegaskan, kasus peng-
aniayaan yang diduga dilaku-
kan oknum prajurit TNI di 
Papua, TNI akan menindak 
te gas pelaku yang terlibat.

"Kita akan usut tuntas 
per masalahan ini, apa yang 
terjadi di sana akan menjadi 
bahan untuk proses hukum 
nanti. Tidak ada satu pun 
yang boleh lolos dari kasus ini, 
semua yang terlibat akan dihu-
kum sesuai dengan prosedur 
hukum yang berlaku," ujar 
Izak Pangemanan.

Ia menegaskan bahwa per-
buatan tesrebut tidak di be nar-
kan dan melanggar hukum ser-
ta mencoreng nama baik TNI.

"Saya atas nama TNI Ang -
katan Darat minta maaf  ke pada 
seluruh masyarakat Papua, 
dan kami akan terus beru-
saha agar kejadian-kejadian 
seperti ini, tidak terulang lagi 
di masa-masa mendatang. 
Kami akan mening katkan te-
rus peng awasan-pengawasan 
ke pada satgas-satgas yang me-
laksanakan tugas di daerah 
Pa pua," ujarnya.

Izak Pengemanan men je-

las kan bahwa kondisi di Papua 
saat ini tidak menentu.  KKB 
se makin brutal, membunuh 
warga sipil, membakar rumah 
masyarakat dan  fasilitas umum.

"Di tahun 2023 sebanyak 
61 orang di bunuh (TNI 26 
orang, Polri 3 orang dan warga 
sipil 32 orang), KKB juga 
membakar 4 unit sekolah, 1 
unit Puskesmas dan 18 rumah 
warga masyarakat. Sedangkan 
di tahun 2024 KKB sudah 
membunuh 7 orang (TNI 2 
orang, Polri 3 orang dan Warga 
sipil 2 orang), KKB juga mem-
bakar 7 kantor pemerintah, " 
ucap Izak Pengemanan.

Selanjutnya dirinya men-
gungkapkan operasi di Papua 
selalu menghindari kekerasan, 
penanganan konfl ik Papua se-
lalu diupayakan sesuai dengan 
harapan masyarakat Papua, 
dan berstandar internasional.

"Setiap permasalahan 
ka  mi berusaha selesaikan 
de ngan baik, menghindari 
ter jadinya pertumpahan da-
rah, menghindari terjadinya 
korban-korban yang tidak 
per lu," ungkapnya.  han

TNI Pastikan Usut Tuntas Video
Kekerasan terhadap Anggota KKB

JAKARTA (IM) – Penyi-
dik Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) memeriksa 
dua Hakim Agung pada Mah-
kamah Agung (MA) me-
nyangkut putusan perkara 
KM 50 yang menewaskan se-
jumlah anggota Laskar Front 
Pembela Islam (FPI).

Kedua Hakim Agung itu 
adalah Desnayeti dan Yoha-
nes Priyana diperiksa sebagai 
saksi dugaan gratifi kasi dan 
tindak pidana pencucian uang 
(TPPU) Hakim Agung Gazal-
ba Saleh pada Senin (25/3).

“Kedua saksi hadir dan di-
dalami pengetahuannya an tara 
lain kaitan adanya mu syawarah 
dalam proses pengambilan pu-
tusan dalam perkara KM 50,” 
ujar Ali da lam keterangan ter-
tulis yang diterima wartawan, 
Selasa (26/3).

Brigadir J Desnayeti dan 
Yohanes bersama Gazalba 
diketahui adalah hakim yang 
menyidangkan kasus KM 50 
di tingkat kasasi yang diputus 
pada akhir 2022 lalu. Namun, 
Ali Fikri belum menjelaskan 
lebih lanjut apa hubungan ka-
sus KM 50 dengan kasus ko-
rupsi yang menjerat Gazalba.

Gazalba Saleh merupakan 
hakim agung yang sempat 
dibui KPK karena kasus suap 
pengurusan perkara kasasi Ko-
perasi Simpan Pinjam (KSP) 
Intidana. Namun, ia bebas 
setelah Majelis Hakim Penga-
dilan Tindak Pidana Korupsi 
(Tipikor) Bandung, Jawa Barat, 
menyatakan Gazalba tidak 
terbukti menerima suap.

Beberapa waktu kemu-
dian, KPK kembali menahan 
Gazalba Saleh karena kasus 
gratifi kasi dan TPPU. Ia di-
duga menerima pemberian 
uang dari sejumlah pihak. Di 

antaranya, terkait perkara eks 
Menteri Kelautan dan Per-
ikanan Edhy Prabowo yang 
terjerat kasus korupsi ekspor 
benih benur lobster (BBL).

Pada September 2022 
lalu, Mahkamah Agung (MA) 
menolak permohonan kasasi 
jaksa penuntut umum (JPU) 
dalam kasus unlawful killing 
penembakan terhadap empat 
anggota laskar Front Pembela 
Islam (FPI) di Tol Km 50 
Jakarta-Cikampek. Kasasi itu 
diajukan jaksa terhadap dua 
anggota polisi yang divonis 
bebas dalam kasus tersebut, 
yakni Briptu Fikri Ramadhan 
dan Ipda Yusmin Ohorella.

"Tolak," demikian amar 
putusan kasasi yang dilansir 
situs web Mahkamah Agung, 
Senin 12 September 2022 
lalu.  Kasasi itu diputus oleh 
Majelis Hakim yang terdi-
ri hakim Yohanes Priyana, 
Gazalba Saleh, dan Desnayeti.

Pada September 2022, 
Mahkamah Agung (MA) me-
nolak permohonan kasasi 
jaksa penuntut umum (JPU) 
dalam kasus unlawful killing 
penembakan terhadap empat 
anggota laskar Front Pembela 
Islam (FPI) di Tol Km 50 
Jakarta-Cikampek.

Dengan putusan itu, maka 
dua polisi yang menembak 
anggota laskar FPI Briptu 
Fikri Ramadhan dan Ipda 
Yusmin Ohorella, tetap be-
bas sesuai vonis pengadilan 
tingkat pertama.

"Tolak (kasasi JPU)," de-
mi kian amar putusan kasasi 
yang dilansir situs web Mah-
kamah Agung, Senin (12/9). 
Kasasi itu diputus oleh Majelis 
Hakim yang terdiri hakim Yo-
hanes Priyana, Gazalba Saleh, 
dan Desnayeti.  mei

KPK Periksa 2 Hakim Agung, Usut
Putusan MA soal Kasus KM 50 Laskar FPI

RAKER DPR-KEMNAKER 
BAHAS THR

Ketua Komisi IX DPR 
RI Felly Estelita Runtu-
wene (kiri) menjabat 
tangan Menteri Tenaga 
Kerja Ida Fauziyah (ka-
nan) sebelum rapat 
kerja bersama Komisi 
IX DPR di kompleks 
Parlemen, Jakarta, Se-
lasa (26/3). Raker itu 
membahas pelaksana-
an THR Idul Fitri Tahun 
1445 H bagi peker ja 
sekaligus evaluasi pelin-
dungan jaminan sosial 
bagi pekerja, ter utama 
Pekerja Bukan Peneri-
ma Upah (PBPU) pada 
2023, serta strategi dan 
siner gitas de ngan BPJS 
Ketenagaker jaan pada 
2024.
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PEMERIKSAAN WINDY IDOL DI KPK
Penyanyi Windy Yunita Ghemary berjalan 
meninggalkan Gedung Merah Putih KPK usai 
menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa 
(26/3). Windy Yunita Ghemary atau Windy 
Idol diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus 
dugaan tindak pidana pencucian uang dengan 
tersangka Sekretaris Mahkamah Agung (MA) 
nonaktif Hasbi Hasan.

Mario Dandy dan Shane Lukas
Dijebloskan ke Lapas Salemba

JAKARTA (IM) - Kejak-
saan Negeri Jakarta Selatan 
menjebloskan Mario Dandy 
Saputra dan Shane Lukas, 
terpidana kasus penganiaya 
berat terhadap David Ozora,  
ke Lapas Salemba.  

"Iya sudah (dieksekusi ke 
Lapas Salemba) Mario Dandy 
dan Shane Lukas," ujar Kasi 
Pidum Kejari Jakarta Selatan, 
Hafi z Kurniawan saat dikon-
fi rmasi, Selasa (26/3).

Mario dan Shane Lukas 
sebenarnya telah dieksekusi 
ke Lapas Salemba pada Rabu 
(20/3) lau. Keduanya telah 
menjalani 6 hari masa hukum-
an dari yang telah ditetapkan 

hakim.
Hanya saja Hafi z Kur-

niawan tak dapat menjelas-
kan apakah Mario Dandy 
dan Shane Lukas berada di 
satu sel yang sama ataukah 
tidak. Sebab hal itu menjadi 
kewenangan dari pihak 
Lapas Salemba.

Adapun dalam kasus 
penganiayaan berat ter-
hadap David Ozora, Ma-
rio Dandy divonis sela ma 
12 tahun penjara dan hu-
kum an membayar restitu-
si sebesar Rp25 miliar. 
Se dangkan Shane Lukas 
dijatuhkan vonis selama 5 
tahun penjara.  han

PENGUMUMAN
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini Direksi PT. Agripratama Mitra Sejahtera, 
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“Perseroan”) mengumumkan 
bahwa seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan akan 
dialihkan kepada pihak lain sehingga mengakibatkan perubahan pengendali atas 
Perseroan (“Akuisisi”).
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka setiap pihak yang berkeberatan atas 
rencana Akuisisi dapat mengajukan keberatannya secara tertulis disertai bukti-bukti 
yang sah kepada Perseroan paling lambat 14 hari kalender terhitung sejak tanggal 
pengumuman ini kepada: Direksi Perseroan, Gedung Menara 165 Lt 4, Jl TB Simatupang 
Kav 1, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta 
Selatan atau melalui email agripratama.ceo@gmail.com.  
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